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BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR i9 TAHUN zOLs

TENTANG
TATA CARA PENYELEITGGARAAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DTNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,
Lzut:. usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah;
bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan pelayanan pemberian izin usaha
jasa konstruksi kepada badan usaha perlu mengatur tata cara
penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273Q;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun L999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 199 Nomor 3581);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AA9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL0 Nomor 95);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

1 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M / 2OlI
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izrn Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;

L2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O8/PRT/M/2OLL
tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha
Jasa Konstruksi;

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
PENYELENGGARAAN IZIN USATIA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAIT UMUIVI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

5. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang
BPTPM adalah BPTPM Kabupaten Mojokerto.

6. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari
berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
daerah.

CARA

selanjutnya disingkat

Pemerintah Daerah
dan/atau peraturarl
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lzrn Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah rzrn.
untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Moj okerto.
Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan
pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut
Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa
konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam
memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi
Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga keda
asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan
ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian
sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam
menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum,
memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan
institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga
atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia
jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga,

1 1. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan
usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di
bidang jasa konstruksi menurut danf atau keterampilan tertentu dan/atau
kefungsian darr / atau keahlian masing-masing.

12. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman
kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainry&, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
narna dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi laintry&, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah
badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak
di bidang jasa konstruksi.

15. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas
atau pemilik pekedaanlproyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

16. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi.

17. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang
perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

18. Sertifikat adalah :
a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas

kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang
berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi
ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa

9 .



konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu
- ̂  _ dan /atau kefungsian danf atau keahlian tertentu.
19. Pembinaan adalah kegiatal pengaturErn, pemberdayaan, dan pengawasanyang dilakukan oleh pemerintah daerah 6.gi putty"a-i. :""., p"rigs"na jasa,dan masyarakat.
2o'Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adarah tim yangdibentuk untuk melaksanakan koordinasr pembinaan i"". t""*t*ksi yang
^, fjlunjul oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
zr. masyarakat adalah orang _perseorangan dan-/atai remb"ga kemasyarakatanbaik yang terkena dampak aag/atau yang mendap"*"ti *""rr.i maupunyang tidak terkena. darnpak aanTltai mendapatkan -"rri".. ataspenyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Mojokirto.

BAB II
TUJUAN
paral 2

IUJK bertujuan untuk :

I 
m1lldTCt kepentingan masyarakat di bidangjasa konstruksi; danD' mem'erlkan pembinaan dan pengawasan atas petaksanaan jasa konstruksi.

nLAsrFrr(Asr DAr{ KUA?,1Frili", 
"^* 

Kor{srRuKsr
Baglan Keiatu

Klaglfltad rlasa Konrtrukrl
Paral O

(1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
a. jasa perencanaan;
b. jasa pelaksanaan; dan
c. Jasa pengawasan.

(2) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputior€rng perseorangan atau BUJK.
(3) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan danpengaw. asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a'dan c alueaatansebagai berikut :

a. arsitektur;
b. rekayasa (engineering);
c. penataan ruang; dan
d. jasa konsultansi lainnya.

(a) Klasifikasi usaha jasa konstruksi
konstruksi sebagaimana dimaksud

untuk bidang usaha jasa pelaksanaan
pada ayat (1) huruf b dibedat an sebagaiberikut :

a. bangunan gedung;
b. bangunan sipil;
c. instalasi mekanikal dan elektrikal;
d. jasa pelaksanaan lainnva.

dan

(s)Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksidapat dilakukan secara terintegrasi-yang hanya dapat dilakukan oleh badanusaha yang berbadan hukum.
(6) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas :a. rancang bangun (design and build);

b' perencanaan' pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engineering,procurement and construction) ;
c' penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project) ; d,an/atau
d' penyelenggaraan pekerjaan berb"{: kineda lpeiformance based).(7) Ketentuan lebih lanjtlt tentang Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (a) dan sub xlasifitcasinya berpedJ*"r, pada peraturan Menteri



yang mengatur tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha
Jasa Konstruksi.

Baglan Kedua
Kualtftkasi Jasa Konstruksl

Pasal 4

(1) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (21 selaku pelaksana konstruksi hanya dapat
melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana,
dan berbiaya kecil.

(21 Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (21 selaku perencana konstruksi atau pengawas
konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai
dengan bidang keahliannya.

(3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi BUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (2) meliputi:
a. kualifikasi usaha besar,
b. kualifikasi usaha menengah, dan
c. kualifikasi usaha kecil.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan Sub Kualifikasinya berpedoman pada Peraturan Menteri yang
mengatur tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
Konstruksi dan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang
jasa.

BAB TV
PERIZINAI{

Pasal 5

(1) Setiap BUJK yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi di wilayah
Kabupaten wajib memiliki IUJK.

(2) Bagi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili di
Kabupaten dan belum memiliki IUJK wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan
oleh instansi yang ditunjuk menangani perijinan.

(3) Setiap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berdomisili di Kabupaten dan belum memiliki Tanda Kartu Daftar wajib
memiliki Kartu Tanda Daftar yang dikeluarkan instansi yang ditunjuk
menangani perijinan.

(4) Jenis IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :
a. Jasa Perencanaan;
b. Jasa Pelaksanaan;
c. Jasa Pengawasan.

BAB V
PERSYARATAN
Baglan Kesatu

IUJK
Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan IUJK, BUJK mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui instansi yang ditunjuk menangani perijinan dengan dilengkapi
persyaratan.

(2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. permohonan rzrt7. baru;
b. perpanjangan rzin;
c. perubahan data;
d. penutupan usaha; dan/atau
e. penggantian tzin.



Pasal 7

(1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf a
diajukan oleh pemohon yang belum pernah memiliki IUJK

(21 Persyaratan permohonan rzin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (U
meliputi :
a. mengisi formulir permohonan;
b. menyerahkan Akte Pendirian BUJK beserta perubahannya (sudah

didaftarkan ke Pengadilan) ;
c. menyerahkan daftar pengurus BUJK sesuai dengan nama pengurus yang

tercantum dalam Akte Badan Usaha;
d. menyerahkan daftar pemilik modal BUJK;
e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab

Utama BUJK berdomisili di Kabupaten;
f. menyerahkan foto copy |jaa,ah Penanggung Jawab Utama BUJK;
g. menyerahkan foto copy Daftar pengalaman kerja Penanggung Jawab Utama

BUJK dibidangnya minimal I (satu) tahun;
h. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6

sebanyak 3 lembar;
i. menyerahkan foto copy NPWP;
j. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah

diregistrasi oleh lembaga;
k. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat

Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU)
yang telah diregistrasi oleh lembaga;

l. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
(PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga
Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);

m. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
Teknik BUJK;

n. menyerahkan foto copy ljazah Penanggung Jawab Teknik BUJK;
o. menyerahkan daftar pengalaman Penanggung Jawab Teknik BUJK;
p. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x 2

sebanyak 3 lembar;
q. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;
r. menyerahkan foto copy Ijaaah Tenaga Non Teknik;
s. menyerahkan Pas Photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3

lembar;
t. menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala

Desa/ Lurah/ Camat.
u. menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan

Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
v. menyerahkan daftar peralatan BUJK;
w. menyerahkan daftar perlengkapan BUJK;
x. menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya

diwakilkan.
(3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 8

(1) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf b
diajukan oleh pemohon yang masa berlaku IUJK berakhir.

(2) Persyaratan perpanjangan tzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengrsi formulir permohonan;
b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab

BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
c. menyerahkan foto copy Daftar pengalaman BUJK;
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d. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna 4 x 6
sebanyak 3 lembar;

e. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah
diregistrasi oleh lembaga;

f. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat
Keterampilan (SKT) dari Penanggungiawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
yang telah diregistrasi oleh lembaga;

g. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
(PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan did Tenaga
Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);

h. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
Teknik BUJK;

i. menyerahkan foto copy |jaaah Penanggung Jawab Teknik BUJK
j. menyerahkan daftar pengalarnan Penanggung Jawab Teknik BUJK;
k. menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x 2

sebanyak 3 lembar;
1. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non Teknik;

m. menyerahkan Pas Photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3
lembar;

n. menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala
Desa/ Lurah/ Camat;

o. menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat Papan
Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;

p. menyerahkan daftar peralatan BUJK;
q. menyerahkan daftar perlengkapan BUJK;
r. menyerahkan foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas

kontrak) satu tahun terakhir;
s. menyerahkan surat asli IUJK lama; dan
t. menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya

diwakilkan.
(3) Pemegang SKA, SKT dan Kartu PJT hanya berlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 9

(1) Perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c
diajukan oleh pemohon yang akan melakukan :
a. Perubahan alamat BUJK;
b. Perubahan data direksi / pengurus BUJK;
c. Perubahan nama BUJK;
d. Perubahan data nilai korrtrak peke{aan;
e. Perubahan data klasifikasi/ kualifikasi;

(2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. mengisi formulir permohonan;
b. menyerahkan foto copy dilampiri dengan :

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungiawab BUJK harus
berdomisili di Kabupaten Mojokerto;

2| akta perubahan narna direksi/pengurus untuk perubahan data nama
dan direksi/pengurus;

3) surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
4l akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
5) sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi

usaha;
6) surat asli IUJK lama; dan
7l menyerahkan foto copy ljaaah Penanggung Jawab BUJK;
8) menyerahkan foto copy Daftar pengalalnan;
9) menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Utama BUJK berwarna

4x6sebanyak3lembar;
10) menyerahkan foto copy NP\ilP;
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1 1) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung
Jawab Teknik BUJK Tugas Penuh;
menyerahkan foto copy ljazah Penanggung Jawab Teknik BUJK;
menyerahkan surat pernyataan Tenaga Teknik bertugas penuh
mengetahui Penanggung Jawab Utama BUJK;
menyerahkan daftar pengalaman Tenaga Teknik;
menyerahkan Pas Photo Penanggung Jawab Teknik BUJK berwarna 3 x
2 sebanyak 3 lembar;
menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Non
Teknik;

17) menyerahkan foto copy Ijazah Tenega Non Teknik;
18) menyerahkan Pas Photo Tenaga Non Teknik berwarna 3 x 4 sebanyak 3

lembar;
19) menyerahkan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan Kepala

Desa/ Lurah/ Camat.
2O) menyerahkan foto kantor (minimal tampak depan dan harus terlihat

Papan Nama BUJK), gambar denah kantor dan gambar situasi kantor;
21) menyerahkan daftar peralatan BUJK;
22) menyerahkan daftar perlengkapan BUJK;
23) menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagr yang permohonannya

diwakilkan.
(3) PemegangSKA, SKTdan Kartu PJThanyaberlaku untuk 1 (satu) BUJK.

Pasal 1O

(1) Penutupan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (21 huruf d
diajukan oleh pemohon yang akan melakukan penutupan usaha Jasa
Konstruksi.

(2) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :
a. mengisi formulir permohonan;
b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTp) penanggung jawab

BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
c. menyerahkan IUJK yang asli;
d. menyerahkan surat pajak nihil; dan
e. menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagr yang permohonannya

diwakilkan.

Paral 11

(1) Penggantian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (21 huruf e
diajukan oleh pemohon karena IUJK hilang atau rusak.

(2) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :
a. penggantian karena hilang :

1) mengisi formulir permohonan;
2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda penduduk (KTp) penanggung

Jawab BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
3) menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
4) menyerahkan bulrti pengumuman kehilangan melalui media massa

nasional;
5) menyerahkan foto copy IUJK bila ada; dan
6) menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya

diwakilkan.
b. penggantian karena rusak;

1) mengisi formulir permohonan;
2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTp) penanggungiawab

BUJK harus berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
3) surat asli IUJK yang rusak; dan

r2)
13)

L4l
1s)

16)



4l menyerahkan Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya
diwakilkan.

Bagian Kedua
Kartu Tanda Daftar

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 ayat (3), orang perseorangan mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui instansi yang ditunjuk menangani perijinan dengan dilengkapi
persyaratan.

(21 Permohonan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. permohonan Kartu Tanda Daftar baru;
b. perpanjangan Kartu Tanda Daftar;
c. perubahan data;
d. penutupan usaha; dan/atau
e. penggantian Kartu Tanda Daftar.

Pasal 13

(1) Permohonan Kartu Tanda Daftar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (21 huruf a diajukan oleh pemohon yang belum pernah memiliki kartu
tanda daftar.

(2) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. mengisi formulir permohonan;
b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di

Kabupaten;
c. menyerahkan foto copy ljazah Penanggung Jawab Usaha Jasa Konstruksi;
d. menyerahkan Pas Photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
e. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan

Pasal 14

(1) Permohonan Perpanjangan kartu tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (21 huruf b diajukan oleh pemohon yang masa berlaku kartu
tanda daftar berakhir.

(2) Persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. mengisi formulir permohonan;
b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di

Kabupaten;
c. menyerahkan Pas Photo benvarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
d. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga;
e. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama.

Pasal 15

(1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21 huruf c
diajukan oleh pemohon yang akan melakukan :
a. Perubahan alamat;
b. Perubahan jenis usaha;

(21 Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. mengisi formulir permohonan;
b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berdomisili di

Kabupaten;
c. menyerahkan Pas Photo berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
d. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga;
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Pasal 16
(1) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2\ huruf ddiajukan oleh pemohon yang akan melakukan penutupan usaha jasa

l ,konstruksi usaha.

(2) Persyaratan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. menglsi formulir permohonan;
b' menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTp) harus berdomisili diKabupaten;
c. menyerahkan surat pajak nihil;
d. menyerahkan Kartu Tanda Daftar asli.

Paeal lZ
(1) Penggantian kartu tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasar r0 ayat(2) huruf e diajukan oleh pemohon yang akan merakukan p"ngga"iia" t"rtutanda daftar karena hilang atau rusak. 

-

(2) Persyaratan penggantian sebogaimana dimaksud pada ayat (1) meriputi :a. penggantian karena hilang :
1) mengisi formulir permohonan;
2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda penduduk (KTp) harus berdomisili

di Kabupaten;
3) menyerahkan ryrat keterangan kehilangan dari kepolisian;
4) menyerahkan bukti pengumuman kehilangan melalui media massanasional;

, 5) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Daftar apabila ada.
b. penggantian karena rusak :

1) mengisi formulir permohonan;
2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda penduduk (KTp) harus berdomisili

di Kabupaten Mojokerto;
3) menyerahkan surat asli Kartu Tanda Daftar yang rusak.

BAB VI
VERIFINASI

Pasal 18

(1) Tim Teknis IUJK dan Kartu Tanda Daftar melakukan verifikasi administrasi
terhadap persyaratan dokumen permohonan IUJK, dan melakukan verifikasi
lapangan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tim Teknis IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dibentuk oleh Bupati
yang anggotanya terdiri dari :
a. unsur Badan perijinan Terpadu dan penanaman Modal;
b. unsur Dinas Pekedaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
c. unsur Dinas pekerjaan Umum Binamarga;
d. unsur Dinas Pekerjaan Umum pengairan,

(3) Tugas Tim Teknis IUJK meliputi :
a. Melaksanakan pengkajian permohonan IUJK;
b. Melaksanakan peninjauan lokasi;
c. Menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang ditunjuk menangani

perijinan.



Pasal 19

(1) Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dibuatkan Berita Acara
yang ditandatangani oleh Tim Teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 18
ayat (1) dan pemohon.

(21 Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (U Tim
Teknis memberikan rekomendasi kepada instansi yang ditunjuk menangani
perijinan sebagai dasar pemberian atau penolakan IUJK.

BAB VII
SERTIFII(AT DAI{ I{ARTU TAIVDA DAF"TAR IUJK

Pasal 2O

(1) IUJK dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk menangani perijinan paling

lama 9 (sembilan) hari kerja setelah permohonan dan dokumen persyaratan

dinyatakan lengkap dan benar.
(21 Kartu Tanda Daftar dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk menangani

perijinan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan dan dokumen
persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 21

(1) IUJK dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh instansi

yang ditunjuk menangani perijinan dan sekurang-kurangnya memuat:

a. Nomor lztn Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

b. Nama Badan Usaha;

c. Alamat Kantor Badan Usaha;

d. Nama Penanggung Jawab Utama (PJU) Badan Usaha;

e. NPWP Perusahaan;

f. Jenis kegiatan usaha;

g. Kualifikasi;

h. Nama Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;

i. Nomor Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;

j. Klasifikasi;

k. Sub Klasifikasi Pekedaan;

1. Berlaku sampai tanggal;

m. Tanggal dikeluarkan rjin;

n. Tanda Tangan Penerbit U"in.

(2) Tanda Daftar Usaha Perseorangan dikeluarkan dalam bentuk Kartu Tanda

Daftar yang ditandatangani instansi yang ditunjuk menangani perijinan dan

sekurang-kurangnya memuat :

a. Nomor lztn Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

b. Nomor SI(A/ SKT;



c. Nama usaha orang perseorangan;

d. Tempat/ tanggal lahir usaha orang perseorangan;

e. Alamat usaha orang perseorangan;

f. Nomor IUJK;

g. Jenis Usaha;

h. Tanggal dikeluarkan Uin;

i. Tanda Tangan Penerbit ljin.

(3) Contoh Format Sertifikat IUJK dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang

Perseorangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (21 sebagaimana tersebut

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

IUJK dan Kartu Tanda Daftar berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa

konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 23

(1) IUJK dan Kartu Tanda Daftar berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang untuk setiap kali masa berlaku berakhir.

(21 Perpanjangan IUJK dan Kartu Tanda Daftar diajukan kepada Bupati melalui

instansi yang ditunjuk menangani perijinan 3 (tiga) bulan sebelum masa

berlaku berakhir.

(3) IUJK dan Kartu Tanda Daftar tidak berlaku karena :

a. masa berlakunya berakhir;

b. penanggung jawab meninggal dunia; dan

c. melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
ILq,K DAN KE1VAJIBAIV

Pasal 24

(1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda

Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.

(21 Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda

Daftar wajib :

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tedadi perubahan data;

c. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian

IUJK/ Kartu Tanda Daftar;

d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada instansi

yang ditunjuk menangani perijinan; dan



15

e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan

ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor

IUJK/ Kartu Tanda Daftar;

f. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan

kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;

g. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kriteria resiko, teknologi, dan

biaya yang ditetapkan oleh l,embaga; dan/atau

(3) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :

a. narna dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan

c. kemajuan pelaksanaan peke4'aan.

BAB IX
PELAFORAIT

Pasal 25

(1) Instansi yang ditunjuk menangani perijinan dalam melaksanakan pemberian

IUJK dan Kartu Tanda Daftar wajib menyampaikan laporan

pertanggun$awaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

(2) l,aporan pertanggungiawaban pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Daftar pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar baru;

b. Daftar perpanjangan IUJK dan Kartu Tanda Daftar;

c. Daftar perubahan data IUJK dan Kartu Tanda Daftar;

d. Daftar pencabutan IUJK dan Kartu Tanda Daftar;

e. Daftar usaha BUJK dan orang perseorangan;

f. Data BUJK dan orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan

g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan Kartu

Tanda Daftar.

BAB X
PEMBII{AAI{, PETGAISASAIT DAIT PEI| GEI|DALIAIT

Baglan Keratu
Pemblnaan

Paral 26

(1) Pembinaan tentang IUJK dan Kartu Tanda Daftar jasa dilakukan untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPJKD yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal I
(satu) kaii dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf Kesatu
Pemblnaan terhadap penyedla .Iasa

Pal;al2l
Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan dengan cara :
a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;

b. meningkatkan kemampuan teknotogi jasa konstruksi;
c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
e. melaksanakan kebljakan pembinaan jasa konstruksi;
f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf Kedua
Pemblnaan terhedap pengguna .Iasa

Paral 28
Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan dengan cara :
a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa

konstruksi:

b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan.
dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan

c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf Netlga
Pemblnaan terhadap Maryarakat

Pasal 29
Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman
peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan
hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan
tertib pemanfaatan.

Pacal 3O
Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan dengan cara :
a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa

konstruksi;

b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan
dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga keq'a, serta tata lingkungan
setempat;
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c. meningkatk€rn pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan

tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil peke{aan

konstruksi; dan

d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah

terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan

keseLamatan umum.

Baglan Kedua
Pengawasan dan Pengendallan

Paral 31

(1) pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan memantau usaha jasa

konstruksi setiap BUJK/ orang perseorangan yang telah memiliki IUJK.

(2) pengawasan kepada penyedia jasa dilakukan sesuai dengan kewenangannya

untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi'

(3) Pengawasan kepada pengguna jasa dilakukan untuk terpenuhinya tertib

penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi'

Pasal 32

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 serta melaporkan

kepada instansi yang ditunjuk menangani perijinan.

(2) Instansi yang ditunjuk menangani perijinan menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan verifikasi'

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar'

terhadap orang perseorangan atau BUJK dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan'

Panl 33

pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap

penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan instansi yang

ditunjuk menangani perijinan bersama dengan intansi terkait dan LPJK Daerah.

Pasal 34

(1) Monitoring dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara

berkala dan merupakan masukan bag rencana pembinaan yang

berkelanjutan.

(2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat'

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

minimal 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.
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BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Sanksi administratif terhadap BUJK danlatau orang perseorangan berupa :

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar; dan/atau

c. pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar;

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, diberikan terhadap BUJK danlatau orang perseorangan yang

tidak memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disertai perintah

kepada BUJK dan/atau orang perseorangan agar :

a. segera mengurus perlzlnan;

b. menghentikan pekerjaan dan/atau menutup tempat usaha jasa konstruksi

sampai memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7

(tujuh) hari kerja.

Terhadap BUJK dan/atau orang perseorangan yang tetap melaksanakan

kegiatan setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (a) dilakukan penghentian pekerjaan dan /atau penutupan tempat usaha

jasa konstruksi.

Pasal 36

Sanksi administratif pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diberikan terhadap BUJK atau

orang perseorangan yang memiliki Lzwt, namun tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21 dalam jangka

waktu selama 1 (satu) bulan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2

(dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan

penghentian pekedaan dan latau penutupan sementara tempat usaha dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 37

(1) Sanksi administratif pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan terhadap BUJK/orang perseorangan

yang mendapat sanksi pembekuan dan penghentian pekerjaan danf atau

(21

(41

(s)

(u

(21
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penlrlupan serneniara terrlpat ursaha sebagaimana clirnaksuct ciaiarn Pasal 36

dan tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 2+ ayal i2i.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (U disertai dengan sanksi

penghenlian prekerjaan clani atatr penLrllrpan seL:ara tetap.

(3) BuJKlorang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayaL i1i unllrk memperr-tietr iUJKiKarLu Tanda Daflar har-r-rs mengajukan

permohonan tzin baru.

BAB XTI
KTTEI{TUAIT PERALIHAT{

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, IUJK dan Kartu Tanda Daftar yang telah

ciitertiiikan Lelap ireriaku sarnpai dengan berakhir masa Lrerlakunya cian apai:ila

dilakukan perpanjangan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

ini.

Pasal 39

Peraturan Rr-tpati ini mr-rla.i berla.kr,r pa.cia- ta.ngga-l di'.rnda.ngka-n.

Agar setiap orang mengetahuinva, melnerintahkan pengundangan Peraturan

Etipat;i iiii 'Jerrga{r pcrietripa*,armya dalain Bei-iia Daerer}r Ka};upalerr ldujuiler6,.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI

MUSTOFA

MOJOKEF.:TO

l g  M e a  l o q

Diundangfuan di h.tojokeito
pada tanggai t \- n^Ea rc> 13

SETCRETART,S DAERAII

T(ABUPATUH HA}OKSRTS.

HERRY

BERITA DAERAH 'ATEN MGIOKEFTFO TAIilIH 2O1g NOMOR I b



I,AMPIRAN I : PERATURAI{ BUPATI MOJOKERTO
NOMOR \g TAFTUN 2013
TANGGAL lt N-Lq 2-o L(

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

BUPATI M KERTO,

MUSTOF,

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jafan R.A. Basuni No. 14 Telp. 382016
MOJOKERTO 61361

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor : . . .

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
NOMOR SKA/SKT :

NAMA
TEMPATTTGL. IAHIR
ALAMAT
NO IUJK
JENIS USAHA

Tanda Tangan

Pemegang Kartu

Dlkeluarkan dl : MoJokerto
pada tanggal :

KEPALA BADAN
PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN MOJOKERTO

PangkaU Golongan
NtP. . . . . . . . . . . . .



I.AN{PIRAN II : PERAruRAI{ BUPATI MOJOKERTO
NOMOR tg TAHUN 2013
TANGGAL rb tt..*e\ t-ot1

FORMAT HAI.AMAN DEPAN
SERTIFIKAT IZN USAFIA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
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i ,PEMERINTAH IGBUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN

Jalan R.A. Basuni No. 14 Telp. 382016
MOJOKERTO 61361

IZIN USAHA JA$A KONSTRUKSI
Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . .

MODAL

Nama Badan Usaha
Alamat Kantor Badan Usaha

Dusun/ Jalan, Nomor
Kelurahan/ Desa
RT. / RW.
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon
Nomor Faks

Pas Photo 4x6
berwarna

(0321)
(0321)

Direktur Utama/ Direktur :

. : ,
l -
l ' - 1
t -
l ' - i

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/
Nama 1
Nama 2
Nama 3

N.P.W.P. Badan Usaha
lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
Perencana/ Pelaksanal Pengawas *) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi
Nama Penanggung Jawab Teknis
Nomor PJT-BU
Klasifikasi

Berlaku sampai dengan tanggal

Kecil/ Menengah/ Besar')

(tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

I r'-
I  

\--

Dikeluarkan di :
padatanggal :

Moiokerto

KEPALA BADAN
PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN MOJOKERTO

PangkaU Golongan
NIP

BUPATI

1,.;

MUSTOFA



I,AMPIRAI{ ltl : L'ERA'I'{JRAN BUPATI MO.IOI'|EKI0
I'-toMoF,l 9 "ilAI{uN 2013
T'ANfi].AL tb r^ ee 24 L\

FORMAT HALAltrl,AN BELAI(AN$
ISERTIFHKAT EIN USAI"IA JAS,A KON$TRUK.qil NASIONAL

{anta li]adan Usaha
{onror IUJK
lenis Usaha

No

: Perencana/ Pelaksana/ Pengawa$

$ub Kilasifikas i Pekerjaan

Sulr Kfiasifikasi Pekerjaan*

( tulis sesuai dan harus $anla denlgan
yan{t teirtera dnlam SBU )

I
Keteuangan I

I
Ir---- -_*--_l

ts{JJK }'arrg punya sub klasifikasi I
pukerjaan pada kolom 3, tapi ticXak I

I

punya kontrak atat.r badan usaha yi{ng I
baru berdiri maka pada Kolom Paket I

I

Pekerjaan 'Iertinggi 
ditulis nol. I

I

BIJJK bcr'leh mengikuti pelelangan 
I

sr,rsuai dengan Klasifinasil {Sub I
Klasifikasi peker,jaan pada k.olom 3.. I

I

Narna Paket

Pekeriaarn Tertinggi

Tahun 1 Nilai
P#laksanaan i PekerjaanKlasifikasi Usaha

Klasiflkani Usahar*

BUPATI MOJ ERTO,

MUSTOFA


